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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. | 508 -DISDIK /2018

TENTANG
OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

Menimbang * @ bahwa dalam rangka meningkatkan Program
Pendidikan Non Formal peran serta masyarakat sehagal
mitra Pemerintah  diberi kesempatan yang seluas.
luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;

b.  bahwa scbagaimana program dimaksud pada butir a di
atas penyelenggam pendidikan oleh masvarakat, perlu
dintur melalui perizinan penyelenggaraannya;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas periu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cimahi

Mengingat ¢ L Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (entang
Penyelenggarann Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 “Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahl (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahen Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasiopal (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negarma Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
5679);



Memperhatikan

10.

11,

12,

13,

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintaban Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan  Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagiaman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan, perlu  menctapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menterl Pendidikan dan Kebudavaan RI
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Non Formal;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga
Pelatihan Kerja,

Keputusan Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan
Republik  Indonesia Nomor 2611071999, tentang
penyelenggaraan Kursus;

Keputusan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan
Republik  Indonesin Nomor O0153/U/1981, tentang
Peraturan Umum  Perizinan dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah vang
diselenggamkan Masyarakat;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86
Serl D),

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah Kota Cimahi [Lembaran Daecrah
Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembamn Daerah Kota
Cimahi Tabun 2011 Nomor 115 Seri D);

Peraturan Daerah Koty Cimahi Nomor 10 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2014 Nomaor 179);

Berdasarkan Proposal Permohonan izin dar LKP LPKO
Nomor @ 132/SP/LPKII/II/2018, Tanggal 28 Maret
2018;

Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi lapangan
tanggal 02 April 2018, tentamg persyaratan Lembaga
Kursus dan Pelatihan (LKP) LPKII  dapat diberikan
persetujuan operasional pendidikan non formal yang
diselenggamkan masyarakat, bahwa zin
penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-
batas dan ketentuan hukum dan perundang undangan
vang berlaku;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan ¢ KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG LJIN
OFERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN KON
FORMAL

KESATU ¢ Menetapkan tzin operasional kepada -

Nama Lembaga ¢ Lembaga Kursus dan Pelatihan
[LKP| LPRII

Alamat ¢ JL MK Wiganda Sasmita No.O4
RT, 001 RW. 003 Kel, Cimahi Kec,
Cimahi Tengah Kota Cimahi

Telepon ¢ 022.6649685
Jenis Program ¢ Kursus Komputer, Administrasi
Perkanloran, Akuntansi, Bahasa
Inggris
Rumpun : Pembelajaran
Ketua Penyelenggara : Ir. U. HENDRA IRAWAN M. M.
KEDUA ¢ lzin penvelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan April
Tahun 2018 dan berakhir sampal dengan bulan Maret
Tahun 2021.
KETIGA ¢ Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal
vang disclenggarakan masyarakat sedemikian  rupa
schingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan  yang
berlaku atau vang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan  laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan

4. Wajlb mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya
30 hari sebelum ijin ini berakhir

EEEMPAT +  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal : ©5 April 2018

elembusan ©

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kemendikbud RI di Jakarta;

4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

3. Camat Kecamatan yang bersangloton.



